BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan

transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya
guna, berhasil guna dan bertanggung jawab, dipandang
perlu menyusun Rencana Strategis di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 untuk
menjabarkan visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi
Pemerintah Daerah selama jangka waktu 5 (ling) tahun;

. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Strategis di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2016 -
2021 dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nonor 12 Tahun 1950  tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor T9 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersin dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik



. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun
1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan  Rencana



10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 24);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D
Nomor 1);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 24 Tahun 20.16
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri E Nomor 63);

13 Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2014 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. R Koesma Kabupaten Tuban;

14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Tuban;

15, Peraturan Bupati Tuban Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tuban;

16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Sekretariat Daerah
Kabupaten Tuban;

17. Peraturan Bupati Tuban Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Sekretariat Dewan
Kabupaten Tuban;

18 Peraturan Bupati Tuban Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Inspektorat Kabupaten
Tuban;

19, Peraturan Bupati Tuban Nomor 50 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban;

20. Peraturan Bupati Tuban Nomor 51 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Pariwisata,
Kebudavaan Pemuda dan Olahraga Kahimaten Tuhan-



22. Peraturan Bupati Tuban Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Sosial,
Pemberdayaan ~ Perempuan dan Perlindungan  Anak
Kabupaten Tuban;

23. Peraturan Bupati Tuban Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten
Tuban;

24. Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Uralan Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Penanaman
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Keija
Kabupaten Tuban;

25. Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2016 tentang
Uraian Tuges, Fungsi dan Tata Keija Dinas Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban;

26. Peraturan Bupati Tuban Nomor 57 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban;

27. Peraturan Bupati Tuban Nomor 58 Tahun 20161tentang
Uraian Tugaes, Fungsi dan Tata Keija Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Tuban;

28. Peraturan Bupati Tuban Nomor 59 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Pekeijaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Tuban;

29. Peraturan Bupati Tuban Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Uraian Tuges, Fungsi dan Tata Keija Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Tuban;

30. Peraturan Bupati Tuban Nomor 61 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tuban;

31 Peraturan Bupati Tuban Nomor 62 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Tuban;

32. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2016 tentang
Uralan Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Perhubungan
Kabupaten Tuban:



Menetapkan

34. Peraturan Bupati Tuban Nonor 65 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tuban;

35. Peraturan Bupati Tuban Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Tuban;

36. Peraturan Bupati Tuban Nomor 67 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Tuban;

37. Peraturan Bupati Tuban Nomor 68 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tuban;

38. Peraturan Bupati Tuban Nonmor 69 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Kecamatan;

39. Peraturan Bupati Tuban Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keija Dinas Kesehatan
Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BLPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS D

LINGKUNGAN PEVERINTAH KABLPATEN TUBAN
TAHUN 2016-2021.

BABI
KETENTUAN UMM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Tuban.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
Bupati adalah Bupati Tuban.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2016 - 2021.

5 Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
0 w4 VDD

FNGYAR RN



6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya
disebut Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Tuban.

7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan
masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumberdaya yang ada.

8 Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan
secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen
di daerah untuk mewujudkan visi daerah.

9. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan
sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan misi.

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa
personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan
keluaran (output), dalam bentuk barang dan jasa.

11 Rencana  Pembangunan Jangka Menengah  Daerah
Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021 yang selanjutnya
disingkat RPIVD adalah dokumen perencanaan daerah
untuk periode 5 (lirre) tahun.

12 Rencana Strategis Kabupaten Tuban yang selanjutnya
disingkat Renstra adalah rencana pembangunan daerah yang
merupakan dokumen untuk periode 5 (ling) tahun.

BABII
KEDUDUKAN

Pasal 2
Renstra Tahun 2016 - 2021 merupakan penjabaran program
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat
Evaluasi Hesil Kinelja Pembangunan Daerah, Rancangan
Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan' Daerah
Tahun 2016 - 2021 serta Kaidah Pelaksanaannva.



BABIII
MAKSUD DAN TWUAN
Pasal 3

(D Renstra Tahun 2016 - 2021 dimaksudkan sebagai landasan
dalam penyusunan rancangan Rencana Keija Perangkat
Daerah dan rancangan Rencana Keija Pemerintah Daerah

(RED.

(@ Renstra Tahun 2016 -2021 mempunyai tujuan untuk
menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran
dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah
yang sinergi dan terpadu.

BAB IV
SISTEVATIKA
Pasal 4

Sistematika Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 meliputi:

a. BABI

b. BABU

: PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan, dan Sistematika
Penulisan.

. GAVBARAN PHAYANAN  CRGANISASI

PERANGKAT DAERAH OPD DAN KANTOR

Memuat informasi tentang peran (tugas dan
fungs) OPD dan  Kantor  dalam
penyelenggaraan  urusan  pemerintahan
daerah, mengulas secara ringkas apa saja
sumber daya yang dimiliki OPD dan Kantor
dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakan capaian-capaian penting yang
telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana
Strategis OPD dan  Kantor  periode
sebelumnya, mengemukakan capaian program
prioritas OPD dan Kantor yang telah
dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
neriode  sebelumnva  dan  menqulas



c BABII

d BABIV

e BABV

f BABM

g BABMI

. ISUISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN RUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayananan
OPD dan Kantor, Telaahan Msi, Msi dan
Program Kepala Daerah dan \Wekil Kepala
Daerah Terpilih, Telaahan Renstra OPD dan
Kantor dan Telaahan Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

MY, MS|, TUWUAN DAN SAGARAN

STRATEG DAN KEBIJAKAN
Memuat Misi dan Misi Organisasi Perangkat
Daerah, Tujuan dan Sasaran Jangka
Menengah OPD dan Kantor, Strategi dan
Kebijakan OPD dan Kantor.

© RENCANA  PROGRAM  DAN  KEGIATAN

INDIKATOR KINERIA, KELOVPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat Rencana Program dan Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan
Pendanaan Indikatif.

: INDIKATOR KINERJIA ORGANISAY

PERANGKAT DAERAH YANG IVENGACU PADA
TWUAN  DAN  SASARAN  RENCANA
PEVBANGUNAN  JANGKA  VENENGAH

DAERAH

Memuat indikator kinerja OPD dan Kantor
yang secara langsung menunjukkan Kinerja
yang akan dicapai OPD dan Kantor dalam
lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan
sasaran Rencana Pengambangunan Jangka
Menengah Daerah.

. PENUTLP



BABV
IS DAN URAIAN RENCANA STRATEGIS
Pasal 5

Sistematika Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 memuat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

yang meliputi :
a Lampiran I :
a  Renstra Sekretariat Daerah;
b. Renstra Sekretariat DPRD;
¢ Renstra OPD Inspektorat;
d Renstra OPD Badan Perencanaan Pembangunan

~h (D

g

Deerah;

Renstra OPD Badan Kepegawaian Deerah;

Renstra OPD Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Deerah;

Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Lampiran Il :

h.
i

St @EBO 5 3 - X

=

Renstra CPD Dinas Pendidikan;

Renstra OPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda
dan Olahraga;

Renstra OPD Dinas Kesehatan;

Renstra OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil;

Rgnstra OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

Renstra CPD Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kelja;

Renstra OPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan
Perdagangan;

Renstra CPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
Renstra OPD Dinas Perikanan dan Peternakan;

Renstra OPD Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan

Ruang;

Renstra QPD Dinas Lingkungan Hidup;

Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informetika;
Renstra OPD Dinas Perhubungan;

Renstra OPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
Renstra OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman;

Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa, dan Keluarga Berencang;
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c. .Lampiran Il :

S8 FBEB B8

FASEB83IRET

Renstra OPD Kecamatan Tuban;
Renstra OPD Kecamatan Semanding;
Renstra OPD Kecamatan Palang;
Renstra OPD Kecamatan Plumpang;
Renstra OPD Kecamatan Rengel;
Renstra OPD Kecamatan \Widang;
Renstra OPD Kecamatan Parengan;
Renstra OPD Kecamatan Soko;
Renstra OPD Kecamatan Merakurak;
Renstra OPD Kecamatan Montong;
Renstra OPD Kecamatan Kerek;
Renstra OPD Kecamatan Bangilan;
Renstra OPD Kecamatan Singgahan;
Renstra OPD Kecamatan Jatirogo;
Renstra OPD Kecamatan Senort;
Renstra CPD Kecamatan Bancar;
Renstra OPD Kecamatan Tambakboyo;
Renstra OPD KecamatanJenu;
Renstra OPD Kecamatan Kenduruan;
Renstra OPD Kecamatan Grabagan.

BABM
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

setiap orang  mengetahuinya,  memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Diundangkan di Tuban

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal $ Juni 2917

BUPATI

H. FATHIUL HUDA

pada tanggal 5 Juni 217

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN



